
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Hak cipta dan penggunaan kembali: 
 

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, 

memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk 

kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama 

penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat 

yang serupa dengan ciptaan asli. 
 
 
 
 

Copyright and reuse: 
 

This license lets you remix, tweak, and build upon work 

non-commercially, as long as you credit the origin creator 

and license it on your new creations under the identical 

terms. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perpustakaan Univeristas Multimedia Nusantara 



 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar Belakang 

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dalam pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan No. 1 tahun 2018 tentang penyajian Laporan Keuangan, 

laporan keuangan adalah suatu penyajian yang terstruktur dari laporan 

keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas yang ditujukan untuk memenuhi 

bersama sebagian besar pengguna laporan keuangan. Tujuan laporan 

keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, 

kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi 

sejumlah pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Menurut Ikatan 

Akuntansi Indonesia (IAI) dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 

No. 1 tahun 2018 tentang penyajian Laporan Keuangan menyatakan bahwa 

laporan keuangan yang lengkap terdiri dari komponen-komponen berikut ini : 

1. Laporan posisi keuangan pada akhir periode 

2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode 

3. Laporan perubahan ekuitas selama periode 

4. Laporan arus kas selama periode 

5. Catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi 

yang signfikan dan informasi penjelasan lain. 
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6. Laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika 

entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau 

membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika 

entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan. 

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) (2018), beban (expenses) 

adalah penurunan manfaat ekonomik selama suatu periode akuntansi dalam 

bentuk pengeluaran atau berkurangnya asset atau terjadinya liabilitas yang 

mengakibatkan penurunan pada ekuitas yang tidak terkait dengan distribusi 

kepada penanam modal. Menurut Horngren (2015), biaya adalah sumber 

daya yang dikorbankan atau dikeluarkan untuk mencapai tujuan tertentu. 

Suatu biaya biasanya diukur sebagai jumlah moneter yang harus dibayar 

untuk mendapatkan barang atau jasa. 

Pencatatan biaya bisa dilakukan melalui SIA. Menurut Romney dan 

Steinbart  (2014), sistem informasi akuntansi adalah sebuah sistem yang 

mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan mengolah data untuk 

menghasilkan informasi bagi para pembuat keputusan. SIA menyertakan 

orang-orang, sejumlah prosedur dan instruksi, data, perangkat lunak, 

infrastruktur teknologi infomasi, dan pengendalian internal serta langkah 

keamanan. Salah satu siklus  transaksi SIA (Sistem Informasi Akuntansi) 

yang digunakan oleh perusahaan ialah Expenditure Cycle. 
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Expenditure Cycle adalah serangkaian aktivitas bisnis dan operasi 

pemrosesan informasi terkait yang terus-menerus berhubungan dengan 

pembelian serta pembayaran barang dan jasa (Romney dan Steinbart ; 

2014). Tujuan utama dalam expenditure cycle adalah untuk meminimalkan 

total biaya perolehan dan pemeliharaan persediaan, pelengkapan, dan 

berbagai layanan yang diperlukan perusahaan. Terdapat 4 kegiatan 

pengeluaran (expenditure cycle), yaitu : 

1. Ordering materials, supplies, and services (pemesanan bahan baku, 

persediaan, dan jasa).  

Bagian produksi, bagian persediaan, serta bagian lainnya membuat 

permintaan pembelian barang dengan menggunakan dokumen purchase 

requisition kepada bagian pembelian. Setelah itu bagian pembelian 

melakukan pemesanan barang dengan menggunakan dokumen purchase 

order lalu meneruskannya kepada supplier. 

2. Receiving materials 

Supplier mengirimkan barang dan packing slip kepada bagian penerima 

dan mengirimkan invoice kepada bagian gudang dan bagian penerima 

mengirimkan receiving report kepada bagian gudang. 

3. Approving supplier invoices 

Bagian gudang lalu mencocokkan faktur dengan purchase order yang 

bertujuan untuk mengetahui barang yang diterima sesuai dengan yang 

dipesan. Setelah bagian gudang menyatakan barang yang diterima sesuai 
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dengan yang dipesan maka dibuat voucher package. Voucher package 

tersebut diteruskan kepada bagian akuntansi untuk dibuat jurnal. 

4. Cash disbursement (pengeluaran kas) 

Voucher package juga diteruskan kepada bagian cashier untuk melakukan 

pembayaran dan mengirimkan bukti pembayaran kepada supplier. Setelah 

itu bagian cashier memberikan bukti pembayaran tersebut kepada bagian 

akuntansi untuk di jurnal. 

Salah satu penerapan SIA pada perusahaan menggunakan SAP. System 

Application and Product in Data Processing (SAP) adalah software yang 

berbasis ERP (Enterprise Resources Planning) yang digunakan sebagai alat 

untuk membantu manajemen perusahaan, perencanaan, hingga melakukan 

operasionalnya secara lebih efektif dan efisien. SAP mendukung 

Multitasking tingkat tinggi untuk mendukung kegiatan operasional 

perusahaan.  

Salah satu jurnal yang di-input ke SAP tekait pajak. Menurut Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2008, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara 

yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara 

langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya 

untuk kemakmuran rakyat.  
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Menurut Waluyo (2016), terlihat adanya dua fungsi pajak yaitu sebagai 

berikut : 

1. Fungsi Penerimaan (Budgeter) 

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi 

pembiayaan pengeluaran pemerintah. Contoh : Pembangunan jalan, 

jembatan. 

2. Fungsi Mengatur (Reguler) 

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan 

kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Contoh : Pengenaan Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang diperuntukkan untuk 

mengurangi gaya hidup mewah. 

Pajak dapat dikelompokkan menjadi  2 jenis (Halim dan Rangga 

Bawono, 2016), sebagai berikut: 

1. Pajak langsung 

Pajak langsung adalah pajak yang ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak 

dan pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain atau 

pihak lain. Misalnya pajak penghasilan (PPh). 

2. Pajak tidak langsung 

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dilimpahkan 

kepada pihak lain. Misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa  seperti 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 
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Menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 pajak penghasilan 

adalah pajak yang dikenakan terdapat subjek pajak atas penghasilan yang 

diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Terdapat berbagai jenis pajak 

penghasilan misalnya : PPh Pasal 4 ayat 2, PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPh 24, 

PPh 25, PPh, 26 dan PPh 29. 

Menurut Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008, PPh 

Pasal 4 Ayat 2 atau PPh Final adalah pajak penghasilan atas jenis 

penghasilan-penghasilan tertentu yang bersifat final dan tidak dapat 

dikreditkan dengan Pajak Penghasilan terutang. Istilah final di sini berarti 

bahwa pemotongan pajaknya hanya sekali dalam sebuah masa pajak dengan 

pertimbangan kemudahan, kesederhanaan, kepastian, pengenaan pajak yang 

tepat waktu dan pertimbangan lainnya. Berikut ini  Penerima Penghasilan 

yang dipotong PPh Pasal 4 Ayat 2 sebagai berikut: 

1. Penerima Hadiah berupa undian; 

2. Penjual atas Transaksi saham dan surat berharga lainnya, transaksi 

derivatif perdagangan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau 

pengalihan ibukota mitra perusahaan yang diterima oleh perusahaan 

modal usaha; 

3. Transaksi atas pengalihan aset dalam bentuk tanah dan/atau bangunan, 

usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan sewa atas tanah dan/atau 

bangunan. 

 



 
 

7 
 

Berikut ini daftar tarif PPh Pasal 4 ayat 2 : 

1. Hadiah undian : 25% dari Jumlah Bruto Hadiah Undian 

2. Transaksi atas saham : 

 Transaksi penjualan saham pendiri : 0,1% + 0,5%  dari Nilai 

Transaksi dan Nilai saham pada saat IPO (Penawaran umum 

perdana). 

 Transaksi atas Penjualan bukan saham sendiri : 0,1% dari Nilai 

Transaksi. 

3. Jasa konstruksi : 

 Pelaksana Jasa Konstruksi sertifikasi kecil : 2% dari 

penghasilan bruto. 

 Pelaksana Jasa Konstruksi tanpa sertifikasi : 4% dari 

penghasilan bruto. 

 Pelaksana Jasa Konstruksi sertifikasi sedang dan besar : 3% dari 

penghasilan bruto. 

 Perancang dan pengawas Jasa Konstruksi oleh penyedia Jasa 

Konstruksi  bersertifikasi usaha : 4% dari penghasilan bruto. 

 Perancang dan pengawas Jasa Konstruksi oleh penyedia Jasa 

Konstruksi   tanpa bersertifikasi usaha : 6% dari penghasilan 

bruto. 
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4. Persewaan atas tanah atau bangunan : 10% dari Nilai Bruto Sewa. 

5. Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau bangunan (termasuk usaha 

real estate) : 2,5% dari jumlah bruto nilai pengalihan. 

6. Dividen oleh Wajib Pajak Orang Pribadi : 10% dari jumlah 

dividen. 

Batas Waktu pembayaran, penyetoran, atau pelaporan pajak untuk SPT 

Masa:  

1. PPh Pasal 4 ayat 2 (setor sendiri) : 

 Batas Pembayaran paling lambat menurut pasal 2 PMK 

242/PMK.03/2014 tanggal 15 bulan berikutnya. 

 Batas Pelaporan tanggal 20 bulan berikutnya. 

2. PPh Pasal 4 ayat 2 pemotongan : 

 Batas Pembayaran paling lambat menurut pasal 2 PMK 

242/PMK.03/2014 tanggal 10 bulan berikutnya. 

 Batas pelaporan tanggal 20 bulan berikutnya. 

Pajak Penghasilan Pasal 21 atau PPh 21 berdasarkan Peraturan Direktur 

Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 adalah pajak atas penghasilan berupa 

gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan 

dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan 

kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. 
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Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Pemotong PPh Pasal 

21 adalah sebagai berikut : 

1. Pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan dan 

pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang 

dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai. 

2. Bendaharawan pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, 

tunjangan, dan pembayaran lain, sehubungan dengan pekerjaan, jasa, 

atau kegiatan. 

3. Dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan 

pembayaran lain dengan nama apapun dalam rangka pensiun. 

4. Badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai 

imbalan sehubungan dengan jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan 

bebas. 

5. Penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan 

dengan pelaksanaan suatu kegiatan. 

Berikut ini adalah tarif  PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak ) yang 

berlaku sejak tahun 2016 hingga sekarang: 

 Wajib pajak orang pribadi lajang Rp 54.000.000 

 Istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami  

Rp 54.000.000. 

 Wajib pajak yang kawin mendapatkan tambahan Rp 4.500.000  
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 Rp 4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan 

keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang 

menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap 

keluarga. 

Adapun Tarif PPh 21 yang dtetapkan atas Penghasilan Kena Pajak 

(PKP) (Pasal 17 ayat 1 a UU PPh) : 

1. Sampai dengan Rp. 50,000,000    = 5% 

2. Di atas Rp. 50,000,000 – Rp. 250.000,000 = 15% 

3. Di atas Rp. 250,000,000 – Rp. 500,000,000  = 25% 

4. Lebih dari Rp. 500,000,000    = 30% 

Bagi penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 yang tidak 

memilik NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak maka dikenakan pemotongan 

PPh Pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% dari tarif yang ditetapkan 

terhadap Wajib Pajak yang memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). 

Batas waktu pembayaran, penyetoran, atau pelaporan pajak untuk SPT 

Masa PPh 21 adalah : 

 Batas Pembayaran paling lambat menurut pasal 2 PMK 

242/PMK.03/2014 tanggal 10 bulan berikutnya. 

 Batas pelaporan tanggal 20 bulan berikutnya. 

Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) Nomor 36 tahun 

2008, Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22) adalah bentuk 
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pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap 

wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Bendahara 

& badan-badan yang memungut PPh Pasal 22 sebesar 1,5% dari pembelian 

adalah: 

1. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) atas objek 

PPh Pasal 22 impor barang; 

2. Bendahara Pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai 

pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi 

atau Lembaga Pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, 

berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang; 

3. Bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian 

barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP); 

4. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)  atau pejabat penerbit Surat Perintah 

Membayar yang diberikan delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran 

(KPA), berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada 

pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung 

(LS); 

5. Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu badan usaha yang seluruh 

atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan 

secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, 

yang meliputi: 

https://www.online-pajak.com/wp-content/uploads/2019/06/15-pmk-010-107-lampiran-pph-22.pdf
https://www.online-pajak.com/wp-content/uploads/2019/06/15-pmk-010-107-lampiran-pph-22.pdf
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a. PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT 

Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk., PT Telekomunikasi 

Indonesia (Persero) Tbk., PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk., PT 

Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., PT Wijaya Karya (Persero) 

Tbk., PT Adhi Karya (Persero) Tbk., PT Hutama Karya (Persero), PT 

Krakatau Steel (Persero); 

b. Bank-bank Badan Usaha Milik Negara, berkenaan dengan 

pembayaran atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk 

keperluan kegiatan usahanya. 

6. Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, 

perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan, atas pembelian 

bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan industrinya 

atau ekspornya. 

7. Industri atau badan usaha yang melakukan pembelian komoditas 

tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dari 

badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan.  

Adapun Tarif PPh Pasal 22 : 

a. Atas impor: 

 Yang menggunakan Angka Pengenal Importir (API) = 2,5% x 

nilai impor; 

 Non-API = 7,5% x nilai impor; 
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b. Atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh 

produsen atau importir bahan bakar minyak,gas, dan pelumas 

adalah sebagai berikut: 

 Bahan Bakar Minyak 

Penjualan kepada SPBU Pertamina = 0.25% dari nilai penjualan. 

Penjualan kepada SPBU bukan Pertamina = 0.3% dari nilai 

penjualan. 

Penjualan kepada pihak lain = 0.3% dari nilai penjualan 

 Bahan bakar Gas   = 0,3% dari nilai penjualan. 

 Pelumas  = 0.3% dari nilai penjualan. 

Batas waktu pembayaran, penyetoran, atau pelaporan pajak untuk SPT 

Masa PPh Pasal 22 adalah : 

a. PPh Pasal 22 impor setor sendiri : 

 Batas Pembayaran Paling Lambat Menurut Pasal 2 PMK 

242/PMK.03/2014 saat penyelesaian dokumen PIB. 

b. PPh Pasal 22 impor yang pemungutan oleh Bea Cukai : 

 Batas Pembayaran Paling Lambat Menurut Pasal 2 PMK 

242/PMK.03/2014 1 hari kerja berikutnya. 

 Batas Pelaporan Hari Kerja Terakhir Minggu Berikutnya. 

c. PPh Pasal 22 migas : 
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 Batas Pembayaran Paling Lambat Menurut Pasal 2 PMK 

242/PMK.03/2014 tanggal 10 bulan berikutnya. 

 Batas Pelaporan tanggal 20 bulan berikutnya. 

Menurut Waluyo (2016), Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) 

adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh 

Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, 

penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang dipotong PPh 

21. Tarif PPh 23 dikenakan atas nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau 

jumlah bruto dari penghasilan. Ada dua jenis tarif yang dikenakan pada 

penghasilan yaitu 15% dan 2%, tergantung dari objek PPh pasal 23 tersebut. 

Berikut ini adalah daftar tarif dan objek PPh Pasal 23 menurut undang-

undang PPh nomor 36 tahun 2008 : 

1. Tarif 15% dari jumlah bruto atas : 

 Dividen, kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi dikenakan 

final, bunga dan royalti; 

 Hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh pasal 21; 

2. Tarif 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain yang berkaitan 

dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan/atau bangunan. 

3. Tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa 

konstruksi dan jasa konsultan. 
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4. Tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya adalah yang 

diuraikan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 

141/PMK.03/2015 dan efektif mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 

2015. 

5. Bagi Wajib Pajak yang tidak ber-NPWP akan dipotong 100% lebih 

tinggi dari tarif PPh Pasal 23. 

6. Jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilan yang dibayarkan, 

disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh 

badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, 

bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya 

kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, tidak 

termasuk: 

 Pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain 

sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh 

Wajib Pajak penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang 

melakukan pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa; 

 Pembayaran atas pengadaan/pembelian barang atau material 

(dibuktikan dengan faktur pembelian);Pembayaran kepada pihak 

kedua (sebagai perantara) untuk selanjutnya dibayarkan kepada pihak 

ketiga (dibuktikan dengan faktur tagihan pihak ketiga disertai dengan 

perjanjian tertulis); 
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 Pembayaran penggantian biaya (reimbursement) yaitu penggantian 

pembayaran sebesar jumlah yang nyata-nyata telah dibayarkan oleh 

pihak kedua kepada pihak ketiga (dibuktikan dengan faktur tagihan 

atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan kepada pihak ketiga). 

Batas waktu pembayaran, penyetoran, atau pelaporan pajak untuk SPT 

Masa PPh Pasal 23 adalah : 

1. Batas Pembayaran paling lambat menurut Pasal 2 PMK 

242/PMK.03/2014 Tanggal 10 Bulan Berikutnya. 

2. Batas Pelaporan tanggal 20 bulan berikutnya. 

Menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, PPh Pasal 24 adalah 

Pajak yang dibayarkan atau terutang di luar negeri yang diterima atau 

diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang 

terutang berdasarkan undang-undang ini dalam tahun pajak yang sama. 

Besarnya kredit pajak sebagaimana dimaksud adalah sebesar pajak 

penghasilan yang dibayarkan atau terutang di luar negeri tetapi tidak boleh 

melebihi perhitungan pajak yang terutang berdasarkan undang-undang. 

Menurut undang-undang nomor 36 tahun 2008, Sumber penghasilan 

kena pajak yang dapat digunakan untuk memotong hutang pajak Indonesia 

adalah sebagai berikut: 

1. Pendapatan dari saham dan surat berharga lainnya, serta keuntungan 

dari pengalihan saham dan surat berharga lainnya. 

https://www.online-pajak.com/pkp-penghasilan-kena-pajak-pph-21
https://www.online-pajak.com/pkp-penghasilan-kena-pajak-pph-21
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2. Penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa yang berkaitan dengan 

penggunaan harta-benda bergerak. 

3. Penghasilan berupa sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta-

benda tidak bergerak. 

4. Penghasilan berupa imbalan yang berhubungan dengan jasa, pekerjaan, 

dan kegiatan. 

5. Pendapatan dari Bentuk Usaha Tetap (BUT) di luar negeri. 

6. Penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan 

atau tanda keikutsertaan dalam pembiayaan atau pemanfaatan di sebuah 

perusahaan pertambangan. 

7. Keuntungan dari pengalihan aset tetap. 

8. Keuntungan dari pengalihan aset yang merupakan bagian dari suatu 

bentuk usaha tetap (BUT). 

Adapun penghitungan pengkreditan PPh Pasal 24  Wajib Pajak Badan : 

 Total penghasilan = (penghasilan dalam negeri + penghasilan luar 

negeri ). 

 Total PPh terutang = 25% x total penghasilan. 

 PPh Maksimum yang dapat dikreditkan = ( penghasilan luar 

negeri/total penghasilan) x total PPh terutang. 

 PPh yang dibayar di luar negeri = ( presentase pajak yang dikenakan 

berdasarkan negara sumber x  penghasilan luar negeri ) 
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Menurut Waluyo (2016), Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah angsuran 

pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap 

bulan dalam tahun pajak berjalan. Tujuannya adalah untuk meringankan 

beban wajib pajak,mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam 

waktu satu tahun. Pembayaran ini harus dilakukan sendiri dan tidak bisa 

diwakilkan.  

Adapun cara menghitung PPh Pasal 25 wajib pajak badan: 

a. PPh terutang = 25 % x Penghasilan Netto 

b. Besarnya Angsuran PPh 25 perbulan = 1/12 x PPh terutang 

Batas waktu pembayaran, penyetoran, atau pelaporan pajak untuk SPT 

Masa PPh 25 adalah : 

1. Batas pembayaran paling lambat menurut Pasal 2 PMK 

242/PMK.03/2014 Tanggal 15 bulan berikutnya. 

2. Batas Pelaporan tanggal 20 bulan berikutnya. 

Menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008, PPh Pasal 26 adalah 

pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib 

pajak luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap (BUT) di 

Indonesia. 
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Hal yang menentukan seorang individu atau perusahaan dikategorikan 

sebagai wajib pajak luar negeri adalah: 

 Seorang individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, individu 

yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam setahun/12 

bulan, dan perusahaan yang tidak didirikan atau berada di Indonesia, 

yang mengoperasikan usahanya melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. 

 Seorang individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, individu 

yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam setahun/12 

bulan, dan perusahaan yang tidak didirikan atau berada di Indonesia, 

yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak 

melalui menjalankan usaha melalui suatu bentuk usaha tetap di 

Indonesia. 

Tarif umum untuk PPh pasal 26 adalah 20%. Namun jika mengikuti tax 

treaty/Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B), maka tarif dapat 

berubah.  

Adapun Tarif untuk Pajak Penghasilan Pasal 26 (PPh Pasal 26) : 

a. Tarif 20% (final) atas jumlah bruto yang dikenakan atas : 

 Dividen 

 Royalti, sewa, dan pendapatan lain yang terkait dengan 

penggunaan aset 

 Insentif yang berkaitan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan 



 
 

20 
 

 Hadiah dan penghargaan 

 Pensiun dan pembayaran berkala 

b. Tarif 20% yang dipungut dari penghasilan kena pajak setelah 

dikurangi dengan pajak, suatu bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia, 

kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia. 

Batas waktu pembayaran, penyetoran, atau pelaporan pajak untuk SPT 

Masa PPh 26 adalah : 

1. PPh Pasal 21/26 

 Batas pembayaran paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya 

 Batas waktu pelaporan tanggal 20 bulan berikutnya 

2. PPh Pasal 23/26 

 Batas pembayaran paling lambat  tanggal 10 bulan berikutnya 

 Batas waktu pelaporan tanggal 20 bulan berikutnya 

Menurut UU No.36 Tahun 2008, Pajak Penghasilan Pasal 29 (PPh 29) 

adalah PPh Kurang Bayar (KB) yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh, 

yaitu sisa dari PPh yang terutang dalam tahun pajak yang bersangkutan 

dikurangi dengan kredit PPh (PPh Pasal 21, 22, 23, dan 24) dan PPh Pasal 

25.  

Adapun Tarif PPh Pasal 29 Wajib Pajak Badan (WPB) : 

 AngsuranPPh Pasal 25 = (PPh terutang tahun lalu ÷ 12) 

https://www.online-pajak.com/wajib-pajak-pph-pasal-21
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 PPh pasal 29 = PPh terutang – kredit pajak (PPh pasal 22,23,24 dan 

25) 

Batas waktu pembayaran, penyetoran, atau pelaporan pajak untuk PPh 

Pasal 29 menurut undang-undang nomor 36 tahun 2008 adalah : 

1. Apabila tahun buku sama dengan tahun kalender, kekurangan pajak 

tersebut wajib dilunasi paling lambat 31 Maret bagi Wajib Pajak Orang 

Pribadi atau 30 April bagi Wajib Pajak Badan (WPB) setelah tahun 

pajak berakhir. 

2. Apabila tahun buku tidak sama dengan tahun kalender, misalnya 

dimulai dari 1 Juli sampai dengan 30 Juni, maka kekurangan wajib 

pajak harus dilunasi paling lambat 30 September bagi Wajib Pajak 

Orang Pribadi atau 31 Oktober bagi Wajib Pajak Badan. 

Menurut Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009, PPN (Pajak 

Pertambahan Nilai) adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di daerah 

pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan 

distribusi. PPN masukan merupakan pajak yang dikenakan ketika 

Pengusaha Kena Pajak (PKP) melakukan pembelian atas Barang Kena Pajak 

(BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP). Sedangkan PPN keluaran 

merupakan pajak yang dikenakan saat PKP melakukan penjualan terhadap 

BKP/JKP.  
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Menurut Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009  Pemungut Pajak 

Pertambahan Nilai adalah bendahara pemerintah, badan, atau instansi 

pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk  memungut, 

menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh  Pengusaha Kena Pajak 

atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan jasa kena pajak 

kepada bendahara pemerintah, badan atau instansi pemerintah tersebut. 

Adapun Tarif PPN : 

1. Tarif PPN adalah 10% 

2. Tarif PPN 0% diterapkan atas : 

 Ekspor Barang Kena Pajak (BKP) 

 Ekspor BKP tidak berwujud 

 Ekspor Jasa Kena Pajak (JKP) 

Batas waktu pembayaran, penyetoran, atau pelaporan pajak untuk PPN 

adalah : 

1. PPN 

 Batas pembayaran paling lambat menurut Pasal 2 PMK 

242/PMK.03/2014 akhir bulan berikutnya setelah masa pajak 

berakhir dan sebelum SPT masa disampaikan. 

 Batas pelaporan akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir 

. 
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2. PPN atas pemanfaatan BKP (Barang Kena Pajak) tidak berwujud 

dan/atau JKP dari luar daerah pabean : 

 Batas pembayaran paling lambat menurut Pasal 2 PMK 

242/PMK.03/2014 tanggal 15 bulan berikutnya setelah saat 

terutangnya pajak. 

 Batas pelaporan akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. 

3. PPN pemungutan bendaharawan : 

 Batas pembayaran paling lambat menurut Pasal 2 PMK 

242/PMK.03/2014 tanggal 7 bulan berikutnya. 

 Batas pelaporan akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir 

Upaya Direktorat Jenderal Pajak dalam menguji kepatuhan wajib pajak 

untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan melakukan pemeriksaan 

terhadap wajib pajak. Menurut Keputusan Menteri Keuangan Republik 

Indonesia Nomor 545/KMK.04/2000 pemeriksaan adalah serangkaian 

kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan /atau 

keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 

perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan.  

Daftar nominatif dibuat untuk membuktikkan, bahwa biaya-biaya 

tersebut benar-benar telah dikeluarkan dan benar ada hubungannya dengan 

kegiatan perusahaan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara 
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penghasilan perusahaan. Adapun biaya-biaya yang dapat dikurangkan dari 

penghasilan bruto : 

1. Biaya entertain 

Biaya entertain adalah biaya yang diperuntukkan menjamu relasi atau 

rekanan bisnis perusahaan. 

2. Biaya promosi 

Biaya promosi adalah bagian dari penjualan yang dikeluarkan oleh 

Wajib Pajak dalam rangka memperkenalkan dan/atau menganjurkan 

pemakaian suatu produk baik langsung maupun tidak langsung. 

 

1.2 Maksud dan Tujuan Pelaksanaan Kerja Magang 

Program praktik kerja magang yang dilaksanakan pada PT GMF AeroAsia 

Tbk. Ini memiliki beberapa maksud dan tujuan, yaitu : 

1. Mengetahui secara langsung proses bisnis PT GMF AeroAsia Tbk. 

2. Memahami siklus pajak dari PT GMF AeroAsia Tbk. 

3. Implementasi teori yang dipelajari selama di Universitas Multimedia 

Nusantara terhadap kondisi nyata dunia kerja. 

4. Melatih mahasiswa untuk dapat bekerja sama, berkoordinasi, tanggung 

jawab, teliti dan berkomunikasi dalam satu tim organisasi kerja. 
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1.3 Waktu dan prosedur Kerja Magang 

1.3.1 Waktu Pelaksanaan Kerja Magang 

Pelaksanaan kerja magang dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2019 

sampai dengan 31 Oktober 2019 di PT GMF AeroAsia tbk. Dengan 

syarat dan ketentuan yang telah diberikan oleh Universitas Multimedia 

Nusantara. Kerja magang dilaksanakan pada hari Senin sampai dengan 

hari Jumat pukul 07.00 WIB – 16.00 WIB. PT GMF AeroAsia Tbk. 

Berlokasi di Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta, Jakarta, 

Indonesia. 

 

1.3.2 Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang 

Prosedur pelaksanaan kerja magang berdasarkan ketentuan yang 

terdapat di Buku panduan kerja magang prodi akuntansi Universitas 

Multimedia Nusantara, sebagai berikut: 

1) Tahap Pengajuan 

a) Mengajukan permohonan dengan mengisi formulir pengajuan 

kerja magang (Form KM-01) sebagai acuan pembuatan Surat 

Pengantar Kerja Magang yang ditujukan kepada perusahaan 

atau instansi yang dimaksud dengan ditandatangani oleh 

Ketua Program Studi dan formulir KM-02 dapat diperoleh 

dari program studi. 
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b) Surat Pengantar Kerja Magang dianggap sah apabila telah 

dilegalisir oleh Ketua Program Studi. 

c) Mahasiswa diperkenankan untuk mengajukan usulan tempat 

kerja magang kepada Ketua Program Studi. 

d) Mahasiswa menghubungi calon perusahaan atau instansi 

tempat kerja magang dengan membawa surat pengantar kerja 

magang dari kampus. 

e) Kerja magang dimulai apabila telah menerima surat balasan 

bahwa mahasiswa telah diterima untuk melakukan kerja 

magang pada perusahaan yang dimaksud yang ditunjukkan 

kepada Koordinator Kerja Magang. 

f) Apabila mahasiswa telah memenuhi semua persyaratan kerja 

magang, mahasiswa memperoleh Kartu Kerja Magang, 

Formulir Kehadiran Kerja Magang, Formulir Realisasi Kerja 

Magang, dan Formulir Laporan Penilaian Kerja Magang. 

 

2) Tahap Pelaksanaan  

a) Sebelum mahasiswa melakukan Kerja Magang di 

perusahaan, mahasiswa diwajibkan menghadiri perkuliahan 

Kerja Magang yang dimaksudkan sebagai pembekalan. 

Perkuliahan pembekalan dilakukan sebanyak 2 kali tatap 

muka. Jika mahasiswa tidak dapat memenuhi ketentuan 
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kehadiran tersebut tanpa alasan yang dapat 

dipertanggungjawabkam, mahasiswa akan dikenakan pinalti 

dan tidak diperkenankan melaksanakan praktik kerja 

magang di perusahaam pada semester berjalan, serta harus 

mengulang untuk mendaftar kuliah pembekalan magang 

pada periode berikutnya. 

b) Pada perkuliahan Kerja Magang, diberikan materi kuliah 

yang bersifat petunjuk teknis kerja magang dan penulisan 

laporan kerja magang, termasuk di dalamnya perilaku 

mahasiswa di  perusahaan. Adapun rincian materi kuliah 

adalah sebagai berikut: 

Pertemuan 1: Sistem dan prosedur kerja magang, perilaku, 

dan komunikasi mahasiswa dalam perusahaan, serta cara 

penulisan laporan, ujian magang dan penilaian, serta cara 

presentasu dan tanya jawab. 

Pertemuan 2: Perilaku dan komunikasi mahasiswa dalam 

perusahaan serta briefing terkait teamwork. 

c) Mahasiswa bertemu dengan dosen pembimbing untuk 

pembekalan teknis di lapangan. Mahasiswa melaksanakan 

kerja magang di perusahaan di bawah bimbingan seorang 

karyawan tetap di perusahaan/instansi tempat pelaksanaan 

kerja magang yang selanjutnya disebut Pembimbing 
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Lapangan. Dalam periode ini mahasiswa belajar bekerja dan 

menyelesaikan tugas yang diberikan Pembimbing Lapangan. 

Untuk menyelesaikan tugas yang diberikan mahasiswa 

berbaur dengan karyawam dan staf perusahaan agar 

mahasiswa ikut merasakan kesulitan dan permasalahan yang 

dihadapi dalam pelaksanaan tugas di tempat kerja magang, 

jika di kemudian hari ditemukan penyimpangan-

penyimpangan (mahasiswa melakukan kerja magang secara 

fiktif), terhadap mahasiswa yang bersangkutam dapat 

dikenakan sanksi diskualifikasi dan sanksi lain sebagaimana 

aturan universitas, serta mahasiswa diharuskan mengulang 

proses kerja magang dari awal. 

d) Mahasiswa harus mengikuti semua peraturan yang berlaku 

di perusahaan/instansi tempat pelaksanaan Kerja Magang. 

e) Mahasiswa bekerja minimal di satu bagian tertentu di 

perusahaam sesuai dengan bidang studinya, mahasiswa 

menuntaskan tugas yang diberikan oleh Pembimbing 

Lapangan di perusahaan atas dasar teori, konsep, dan 

pengetahuan yang diperoleh di perkuliahan. Mahasiswa 

mencoba memahami adaptasi penyesuaian teori dan konsep 

yang diperolehnya di pekuliahan dengan terapan praktisnya. 
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f) Pembimbing Lapangan memantau dan menilai kualitas dan 

usaha kerja magang mahasiswa. 

g) Sewaktu mahasiswa menjalani proses kerja magang, 

Koordinator Kerja Magang beserta Dosen Pembimbing 

Kerja Magang memantau pelaksanaan Kerja Magang 

mahasiswa dan berusaha menjalin hubungan baik dengan 

perusahaan. Pemantauan dilakukan baik secara lisan maupun 

tertulis. 

3) Tahap Akhir 

a) Setelah Kerja Magang di perusahaan selesai, mahasiswa 

menuangkan temuan serta aktivitas yang dijalankannya 

selama kerja magang dalam laporan kerja magang dengan 

bimbingan dosen Pembimbing Kerja Magang. 

b) Laporan kerja magang disusun sesuai dengan standar 

laporan kerja magang Universitas Multimedia Nusantara. 

c) Dosen pembimbing memantau laporan final sebelum 

mahasiswa mengajukan permohonan ujian kerja magang. 

Laporan Kerja Magang harus mendapat pengesaham dari 

Dosen Pembimbing dan diketahui oleh Ketua Program 

Studi . Mahasiswa menyerahkan laporan Kerja Magang 

kepada pembimbing lapangan dan meminta Pembimbing 
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Lapangan mengisi formulir penilaian pelaksanaan kerja 

magang. 

d) Pembimbing lapangan mengisi formulir kerja magang 

(Form KM-04) terkait dengan kinerja mahasiswa selama 

melaksanakan kerja magang. 

e) Hasil penilitian yang sudah diisi dan ditandatangani oleh 

Pembimbing Lapangan di perusahaan/instansi dan surat 

keterangan yang menjelaskan bahwa mahasiswa yang 

bersangkutan telah menyelesaikan tugasnya, dikirim secara 

langsung kepada Koordinator Magang. 

f) Setelah mahasiswa melengkapi persyaratan ujian kerja 

magang, Koordinator Kerja Magang menjadwalkan ujian 

Kerja Magang. 

g) Mahasiswa menghadiri ujian kerja magang dan 

mempertanggungjawabkan laporannya pada ujian kerja 

magang. 

 

 

 

 

 

 


